
 

 
 

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   148   TAHUN 2014 

TENTANG 

PENETAPAN HONORARIUM BAGI PENYULUH AGAMA  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 
  

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Penyuluh 

Agama perlu menetapkan honorarium Penyuluh Agama Non 
Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama 
tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non 

Pegawai Negeri Sipil; 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua 
Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara; 

 6. Peraturan ... 



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor  21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114); 

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 1996 tentang 

Honorarium Bagi Penyuluh Agama; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 

HONORARIUM BAGI PENYULUH AGAMA NON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL. 

 

KESATU : Menetapkan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non PNS sebesar 

Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. 
 

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai 
berlaku pada tanggal 1 Juni 2014. 

 

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri 
Agama Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Honorarium 

bagi Penyuluh Agama Non PNS dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal 4 September 2014 
 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 


